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Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah 
di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil 
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 
Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Covid- 19”.Dengan adanya pandemic Corona 
Virus Disease 2019 (Covid- 19) pelaksanaan kampanye di lakukan dengan media 
social dan daring Jika metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap 
muka melalui media social dan media daring tidak dapat di lakukan maka dapat di 
laksanakan sesuai pasal 58 ayat 2 PKPU No 13 Tahun 2020. Di  Kabupaten 
Indragiri Hulu masih adanaya pelanggaran yang di lakukan pasangan calon yang 
terletak pada Kecamatan Peranap,Kecamatan Batang Cenaku dan Kecamatan 
Pasir Penyu . 
Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul 
dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala 
Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil  Gubernur  ,Bupati  dan  Wakil  Bupati  ,dan/atau  Wali  Kota  dan Wakil 
Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19 dan Bagaimana tindakan 
yang di lakukan atas pelanggaran tersebut. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitan 
yang bertitik tolak dari data primer dan data sekunder yang melakukan 
wawancara dan observasi untuk memperoleh data di antaranya 
KPU,Camat,PPK,dan Panwascam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, Lokasi 
penelitian ini Di  Kabupaten Indragiri Hulu . 
Dalam penelitian ini dapat di ketahui Pelaksanaan Kampanye Pemilihan 
Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan PKPU No 13 Tahun 
2020 mengutamakan  Media Social dan Media  Daring. Jika Partai Politik,Tim 
Kampanye/ Pasangan Calon tidak dapat melaksanakan dengan Media Social dan 
Media  Daring di karenakan akses jaringan, maka bisa melakukan pertemuan 
terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog dengan di hadiri maksimal 50 
orang dan memperhatikan pertokol kesehatan. Sebelum melaksanakan kampanye 
Partai Politik,Tim Kampanye/ Pasangan Calon wajib memiliki STTP (Surat Tanda 
Terimah Pemberitahuan) Kampanye yang di keluarkan oleh Pihak Kepolisian. 
Tindakan atas pelanggaran kampanye yang ada di Kecamatan Peranap 
yang di lakukan oleh pada pasangan calon No urut 2 Rezita Meylani Yopi dan  
Junaidi Rahcmat melanggar pasal 58 ayat (2) huruf a dan b PKPU No 13 Tahun 
2020,Kecamatan Batang Cenaku yang di lakukan pasangan calon Pasagan Calon 
Nomor Urut 04 Wahyu Adi- Suriati yang melanggar Pasal 58 huruf a PKPU No 
13 Tahun 2020 yaitu berkampanye dilapangan terbuka dan tanpa STTP  dan 
Kecamatan Pasir Penyu yang di lakukan  Pasangan calon Nomor urut 5 yakni 
Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo melanggar pasal 58 ayat (2) huruf a PKPU No 
13 Tahun 2020 dan tanpa STTP telah di beri sanksi peringtan tertulis dan di 
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A. Latar Belakang Masalah 
Agenda pelaksanaan Pemilihan Kepala Dearah merupakan suatu agenda 
rutin yang mengandung langkah strategis bagi terciptanya transisi politik untuk 
pemerintahan Indonesia di masa depan. Persoalan Pilkada bukan hanya terbatas 
pada karakteristik calon, mekanisme kampanye, maupun dinamika dan prosesi 
pelantikan semata. Keutamaan dari adanya Pilkada adalah dalam merangsang 
kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat di tiap-tiap daerah melalui 
berbagai macam upaya pembangunan secara berkesinambungan.
1
 
Menurut Harris .Warren dan kawan kawanya (1963) ,Pilkada adalah 
kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka.serta memutuskan,apa yang pingin 
pemerintah lakukan untuk mereka .Keputusan rakyat ini juga menetukan hak yang 
mereka miliki dan pingin mereka jaga.
2
 
Menurut Rogers dan Storey mengemukakan bahwa Kampanye adalah 
serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek 




Pada masa darurat akibat pandemi Covid-19 saat ini, segala manuver dan 
mekanisme politik menjadi lebih riskan. Para pelaku politik sudah pasti memiliki 
                                                             
 1 Singgih Choirl Rizki dan Yusuf Adam Hilman, Menakar Perbedaan Opini dalam 








 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta : PrenamediaGroup, 





strateginya sendiri untuk terus mengerahkan massa, karena tujuannya adalah 
memenangkan kompetis. Strateginya sendiri untuk terus mengerahkan massa, 
karena tujuannya adalah memenangkan kompetisi.
4
 
Merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, penetuan keadaan 
darurat ini masih dalam lingkup Staatsnoodrecht, dimana negara diwajibkan 
mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat (Asshiddiqie, 2012) 
.Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2020 Tentang Penetapan Kedarupgtan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) 
5
yang di menetapkan Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat Corana Virus Disease 2019  di lndonesia yang wajib dilakukan upaya 
penanggulangan sesuai dengan sesuai dengan peratiran perundang-
undagan.termasuk tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 




Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menyatakan seluruh Tahapan,Program 
,dan Jadwal Pemilihan Kepalah Daerah Secara Serentak harus di laksanakan 
sesuai dengan protocol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 
19),protocol kesehatan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di tetapkan 
oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan 
                                                             
 
4
 Singgih Choirl Rizki dan Yusuf Adam Hilman,Loc.cit,Hlm.145. 
5 Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Penetapan Kedarupgtan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid- 19). 
 
6
 Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Urgensitas Perpu Pilkada Di Kala Wabah 




Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7
 
Penyelenggaraan Kampanye akan di laksanakan Pada Tanggal 26 
September hingga 5 Desember 2020.Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi 
masa Kampanye ini dengan tiga agenda yaitu
8
 : 
1. Pertemuan Terbatas ,pertemuan tatap muka dan dialog,penyebaran bahan 
Kampanye kepada umum,pemasangan alat peraga dan kegiatan lainya 
2. Debat Publik/Terbuka antarpasangan calon,Kampanye ini melalui Media 
Massa,Cetak dan,Elektronik. 
3. Masa tenang dan pembersihan alat peraga. 
Aturan pelaksanaan kampanye di atur pada pasal 58 (1) : Partai Politik 
atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak 
lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap 
muka  dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b 
dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
9
 
Jika metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka 
melalui media social dan media daring tidak dapat di lakukan maka metode 
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 Halloriau.com,KPU Resmikan Jadwal Pilkada Serentak 2020,Kampanye Mulai 26 
September,(https://m.halloriau.com/read13120120200613kpuresmikanjadwalpilkadaserentak2020






 Lihat Peraturan Koimisi Pemilihan Umum ( PKPU ) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan  Kedua atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 
Pelaksanaan Pemilihan Gebernur dan Wakil Gebernur ,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nomalam corona virus disease 








a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung; 
b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 
(lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) 
meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 
9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media 
Daring; 
c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang 
menutupi hidung dan mulut hingga dagu; 
d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya 
kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan 
sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan 
e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
Jika di dalam agenda pilkada khususnya pada tahapan kampanye  terdapat 
pihak yang melakukan pelanggaran maka akan di berikan peringatan secara 
tertulis dan jika pihak bersangkutan tetap tidak mematuhi protocol kesehatan, 
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau 
Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan 
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pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan 
sanksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 88A Ayat (2) dan (3). 
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad Afifudin 
menyatakan ada 2.584 kegiatan pasangan calon yang pelanggaran protokol 
kesehatan sepanjang masa kampanye Pilkada 2020 Sedangkan sejak tanggal 26 
September 2020 Tahapan Pelaksanaan  Kampanye Kabupaten Indragiri Hulu 
terdapat 8 pelanggaran, yakni 5 pelanggaran kampanye tanpa STTP (Surat Tanda 




Sementara itu menurut catatan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan 
mencatat terdapat pelanggaran semasa kampanye yang di lakukan oleh para calon 
bupati,Melalui Panwascam Pasir Penyu dan surat peringatan diberikan kepada 
masing-masing pasangan calon nomor urut 05, yakni Rizal Zamzami - Yoghi 
Susilo karena melanggar Pasal 88 huruf d PKPU Nomor 13 Tahun 2020 karena 
melakukan kampanye diluar ruangan dan Paslon Nomor Urut 04 Wahyu Adi- 
Suriati yang melanggar Pasal 88 c PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yaitu 
berkampanye dilapangan terbuka dan tanpa STTP dan di berikan peringantan 
tertulis oleh panwaslu Kecamatan Batang Cenaku.
12
 
Panwaslu Kecamatan Peranap memberikan Peringatan Tertulis kepada 
Penanggung Jawab kampanye Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 Rezita 
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 Riuain.com,Bawaslu Proses 23 Pelanggaran Kampanye 9 Pilkada di Riau,( 
https://www.riauin.com/amp/read-18567-2020-10-16-bawaslu-proses-23-pelanggaran-kampanye-
9- pilkada-di-riau.html,Di akses pada 16 Oktober 2020).  
12
Gatra.com,Ssst!AdaPelanggaranPemiludiInhu,(https://www.gatra.com/detail/news/4948




Meylani Yopi – Junaidi Rachmat di Kelurahan Peranap beberapa hari yang lalu, 
pada Sabtu (21/11/2020). pada sekira pukul 20.00 WIB, terlihat kehadiran massa 
lebih dari 50 orang. Selain itu terlihat adanya kegiatan di luar rumah dengan 
menggunakan tenda. Dalam kegiatan kampanye turut hadir Gubernur Riau H. 
Syamsuar dan Bupati Inhu Yopi Arianto. Yopi – Junaidi Rachmat di Kelurahan 
Peranap beberapa hari yang lalu, pada Sabtu (21/11/2020). pada sekira pukul 
20.00 WIB, terlihat kehadiran massa lebih dari 50 orang. Selain itu terlihat adanya 
kegiatan di luar rumah dengan menggunakan tenda. Dalam kegiatan kampanye 
turut hadir Gubernur Riau H. Syamsuar dan Bupati Inhu Yopi Arianto.
13
  
Berkaca dari masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 
dalam bentuk karya ilmiah tentang “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan 
Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan 
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali 
Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Covid- 19”. 
B. Batasan Masalah 
Untuk lebih terarahnya dalam penulisan skripsi ini,maka penulis akan 
mengambil batasan permasalahan.penelitian ini di fokuskan pada Pelaksanaan 
Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan 
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati ,dan/atau 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19 . 
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 Bawaslu, Panwaslu Kecamatan Peranap Berikan Peringatan Tertulis Kampanye 




C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut ,maka penulis 
merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini : 
a. Bagaimana Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten 
Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 
tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur  
,Bupati  dan  Wakil  Bupati  ,dan/atau  Wali  Kota  dan Wakil Wali Kota 
serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19 ? 
b. Bagaimana tindakan yang di lakukan atas pelanggaran Pelaksanaan  
Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang 
pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil 
Bupati ,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam 
kondisi Covid-19 ? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah  di 
Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 13 tahun tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19 . 
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan yang di lakukan atas pelanggaran 




berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang 
pelaksanaan  pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  serentak  lanjutan  dalam 
kondisi Covid-19 . 
3. Manfaat penelitian 
a. Secara Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
gambaran mengenai pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah di 
Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan 
Pemilihan Kepala Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan 
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi 
Covid-19.. 
b. Secara Akademis 
1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu 
yang telah diperoleh secara teori di lapangan. 
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya 
penelitian baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Daerah. 
3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. 
E. Metode Penelitian  






 cara berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri  
keilmuan  yang rasional empiris dan sistematis .Rasional berarti kegiatan 
penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal ,empiris berarti cara-cara 
yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat 
mengetahui cara-cara yang digunakan sedangkan sistematis artinya proses yang 




Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum 
maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.
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1. Metode Penelitian 
Metode penelitian di lihat dari jenisnya penelitian ini dapat digolongkan 
kepada penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan observasi 
wawancara dan kajian pustaka karena dalam pengumpulan data penulis 
melakukan survei ke lapangan melalui responden dengan kata lain penelitian 
ini merupakan penelitian yang mengambil data dengan menggunakan sistem 
wawancara sebagai alat utama pengumpulan data.
17
 
2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian 
ini terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. 
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4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 





Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti 




Tabel Populasi dan Sampel 
No. Responden Populasi Sampel Persentase 
1. 
KPU (Komisi Pemilihan 
Umum) 
1 1      100 % 
2. 
Camat 3 3      100 % 
3. 
PPK ( Panitia 
Pemilihan 
Kecamatan ) 
  15 9 60  % 
4. Panwascam 9 3 33,33 % 
 Jumlah 28 16 58 % 
 
Berdasarkan Tabel 1.1 penulis melakukan wawancara untuk 
memperoleh data  kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
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Indragiri Hulu,tiga Camat dari tiga Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan 
Peranap,Kecamatan Batang Cenaku dan Kecamatan Pasir penyu,sembilan 
PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang terdiri ketua dan dua anggota 
PPK perkecamatan dan tiga ketua Panwascam perkecamatan. 
5. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai objek 
penulis dalam meneliti dengan cara mewawancarai yang ditujukan kepada 
narasumber untuk memperoleh data. 
b. Data Sekunder 
Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung karena peneliti 
memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen dengan 
menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-
data yang di peroleh dari Tempat penelitian yang dilakukan.
20
 
c. Data Tersier 
Data Tersiernya adalah bahan-bahan memberi penjelasan  terhadap 
data primer dan sekunder Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah internet. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data perlu di lakukan oleh peneliti bertujuan 
untuk mendapatkan data data yang valid dalam peneliti .peneliti menggunakan 
metode metode sebagai berikut : 
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Observasi merupakan suatu proses melihat,mengamati,dan 





Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh 
informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data data 
yang ingin di teliti. 
c. Studi Perpustakaan 
Peneliti mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku 
referensi yang tersedia di perpustakaan.
22
 
7. Teknik Analis Data 
Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif .Dimana data 
tersebut dideskripifkan ( di jabarkan ) secara menyeluruh,kemudian data 
tersebut di gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. 
F. Sistimatika Penulisan 
Dalam melakukan pembahasan,akan di bagi dalam lima bagian penulisan 
dengan sistimatika sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah,batasan 
masalah,rumusan masalah ,tujuan dan manfaat masalah ,metode penelitian ,serta 
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BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi 
penelitian yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu. 
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori teori yang berhubungan dengan 
pembahasan dalam penelitian : 
A. Teori Demokrasi 
B. Teori Pemilu 
C. Teori Strategi Pemenangan 
BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 
meliputi: 
Bagaimana Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten 
Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 
2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam 
kondisi Covid-19 serta bagaimana tindakan yang di lakukan atas pelanggaran 
Pelaksanaan  Kampanye Pemilihan Kepala Daerah  di Kabupaten Indragiri Hulu 
berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang 
pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati 





BAB V PENUTUP 
Bab ini menyajikan tentang Kesimpulan dan Saran . 








GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Keadaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu 
Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di 
Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah 
Kabupaten Indragiri Hulu seluas 8.195,26 Km2 atau 819.826 hektar. Secara 
atronomis, Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada posisi 00 15’ Lintang Utara – 1 
0 5’ Lintang Selatan dan 101º 10’ Bujur Timur - 102º 48’ Bujur Timur.
23
 
Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hulu yang berada pada posisi 
strategis sebagai jalur Lintas Timur Sumatera dengan posisi Kabupaten Indragiri 
Hulu berbatasan dengan Kabupaten dan Provinsi tetangga : 
1. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tebo Provinsi Jambi 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi. 
Ibu kota kecamatan dengan jarak terjauh dari ibu kota kabupaten adalah 
Ibu kota kecamatan batang Peranap dengan jarak 96 km, sedangkan jarak terdekat 
dengan ibu kota kabupaten adalah ibukota kecamatan rengat yaitu 0 km. 
Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, rawa- 
rawa dengan ketinggian 5 – 400 m dari permukaan laut dan berada pada jalur 
lintas timur Sumatera. Secara astronomis posisi Kabupaten Indragiri Hulu terletak 
di daerah tropis maka otomatis beriklim tropis/ tropika basah dengan suhu yang 









relatif tinggi, minimum 21,4° Celcius dan maksimum 32,8° Celcius. Kondisi 
udara lembab dengan curah hujan sekitar 2.448,94 mm per tahun. Rona fisik dasar 
wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sangat diwarnai oleh keberadaan Sungai 
Indragiri yang mengalir dari arah barat ke timur yang melintasi bagian tengah 
agak ke utara di wilayah ini. 
Secara topografis ketinggian tempat di tepi Sungai Indragiri pada bagian 
paling hilir (Kuala Cenaku) adalah sekitar 5 m di atas permukaan laut (dpl), dan di 
bagian yang paling hulu (Peranap) adalah sekitar 38 meter dpl. Ketinggian 
semakin meningkat hingga ke perbukitan di perbatasan, dan yang tertinggi adalah 




B. Sejarah Perkembangan Kabupaten Indragiri Hulu 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 di bentuk Kabupaten 
Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi denan 
surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 
Nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 
dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 di bentuk daerah Otonom dalam 
Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.Kabupaten Indragiri Hulu 
pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 status kewedaan 
di hapus bersama dengan penghapusan empat kewedaan dalam Kabupaten 
Indragiri. Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Di bentuk Provinsi 
Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing- 
masing Kabupaten Kampar, Indrairi, Benkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan 
Kotamadya Pekanbaru.Dengan dibentuknya Provinsi Riau denan undang-undang 
nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedaan tersebut yaitu kewedaan 
Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui 
Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indrairi Hilir dan melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royon Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut 
mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR pusat. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 maka terjadilah 
pemekaran Kabupaten Indrairi menjadi dua kabupaten yaitu : 
1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan 
kecamatan , sekarang 11 kecamatan. 
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan 
yaitu : 
a. Kec. Rengat Ibu kota Rengat 
b. Kec Pasir Penyu ibu kota Air Molek 
c. Kec Seberida ibu kota Pangkalan Kasai 
d. Kec. Peranap ibu kota Peranap 
e. Kec. Kuantan Hilir ibu kota Baserah 




g. Kec. Kuantan Mudik ibu kota Lubuk Jambi 
h. Kec. Singingi ibu kota Muara Lembu. 
Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya 
pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Rengat, Kecamatan 
Yang baru adalah : 
1. Kec. Benai ibu kota Bena 
2. Kec. Kelayang ibu kota Simpang Kelayang 
3. Kec. Rengat Barat ibu kota Pematang Reba. 
Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 
kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yan berkedudukan di Taluk Kuantan dan 
Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahu 2004 mengalami 
beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan : 
1. Kec. Rengat ibu kota Rengat 
2. Kec. Rengat Barat, ibu kota Pematang Reba 
3. Kec. Seberida, ibu kota Pangkalan Kasai 
4. Kec. Batang Gangsal, ibu kota Seberida 
5. Kec. Batang Cenaku, ibu kota Aur Cina 
6. Kec. Pasir Penyu, ibu kota Air Molek 
7. Kec. Lirik, ibu kota Lirik 
8. Kec. Kelayang, ibu kota Simpan Kelayang 
9. Kecamatan Peranap ibu kota Peranap 





C. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu 
1. Visi : Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu yang maju, mandiri sejahtera, 
berbudaya dan agamis tahun 2020. 
2. Misi : 
a. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil 
dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh 
kekuatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
serta mampu menguasai IPTEK 
b. Memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah yang berpijak pada 
nilai-nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk 
mempertahan identitas dan integritas Kabupaten Indragiri Hulu 
c. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan 
melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, 
produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-
sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya. 
d. Mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian 
(Agroindustri) dengan mengembangkan industri turunan yang 
berorientasi pada pasar lokal dan eksport. 
e. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana 
infrastruktur yang mampu membuka isolasi daerah, 
mengembangkan potensi daerah, mengembangkan kawasan-




faktor produksi serta membuka peluang pasar 
f. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan 
pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menjalankan roda 
pemerintahan yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan 
kapasitas aparatur, penataan kelembagaan pemerintahan daerah 
D. Prasarana dan Sarana Pendidikan dan Peribadatan. 
1. Prasarana Pendidikan  
Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu yang memiliki jumlah 
penduduk usia sekolah relative banyak ,berdasarkan Persentase Penduduk Usia 
7–24 Tahun menurut Partisipasi Sekolah (Persen) tahun 2017 oleh karena itu di 
Kabupaten Indragiri Hulu di perlukan tersedianya prasarana pendidikan yang 
memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk 
setempat.adapun prasarana pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Indragiri Hulu yang terdapat sebagai berikut :
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Tabel II. 1  
Prasarana Pendidikan 
NO KECAMATAN JENIS PENDIDIKAN 
  SD MI SMP MTS SMA MA Sekolah 
Tinggi 




10 - 2 - - - - 
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28 2 6 2 1 1 - 
5 Batang 
Gansal 
20 2 3 2 1 - - 
6 Kelayang 21 - 5 1 2 2 - 
7 Rakit Kulim 24 1 4 1 2 -  
8 Pasir Penyu 23 - 6 2 3 2 - 
9 Lirik 15 1 4 1 2 - - 
10 Sungai Lala 12 - 3 2 2 1 - 
11 Lubuk Batu 
Jaya 
13 2 3 2 1 - - 
12 Rengat Barat 31 3 5 3 2 2 - 
13 Rengat 32 1 6 3 4 2 2 
14 Kuala Cenaku 13 2 3 2 - 1 - 
INDRAGIRI HULU 296 16 61 25 24 15 2 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu. 
2. Prasarana Peribadatan 











Tabel II. 2 
Prasarana Peribadatan 
NO KECAMATAN JENIS 
PENDIDIKAN 





1 Peranap 35 45 - - - - 
2 Batang Peranap 15 10 - - - - 
3 Seberida 31 65 - - - - 
4 Batang Cenaku 42 93 - - - - 
5 Batang Gansal 29 30 1 1 - - 
6 Kelayang 32 39 - - - - 
7 Rakit Kulim 21 28 1 - - - 
8 Pasir Penyu 22 41 3 - - - 
9 Lirik 32 31 - - - - 
10 Sungai Lala 20 19 - - - - 
11 Lubuk Batu 
Jaya 
24 42 4 1 - - 
12 Rengat Barat 48 66 2 - - - 
13 Rengat 28 12 1 - 1 - 





544 14 2 1 - 




Dengan tersedianya prasarana peribadatan akan mendukung upaya 
peningkatan keagamaan bagi masyarakat setempat 
E. Status Pekerjaan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu  
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten 
Indragiri Hulu memiliki banyak mata pencaharian. 
Tabel II. 3 
Status Pekerjaan Utama Penduduk Berumur 15 Tahun keatas /(Jiwa) 
NO STATUS PEKERJAAN JUMLAH 
1 Berusaha dibantu buruh tetap/Dibayar 11 182 
2 
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak 
dibayar 
32 524 
3 Berusaha Sendiri 36 345 
4 Buruh/Karyawan 75 729 
5 Pekerja bebas 10 106 
6 Pekerja Keluarga 26 906 
Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu 
Berdasarkan tabel diatas masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu banyak 








F. Jumlah Pemilih Kabupaten Indragiri Hulu 
Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 ( Tujuh belas ) 
tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar pada pemilihan,dalam hal ini 
Kabupaten Indragiri Hulu memiliki Pemilih antar kecamatan sebagai berikut : 
Tabel II.4 
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 









LK PR JUMLAH 
       
1 Rengat 16 124 17.431 17.632 35.063 
2 Rengat Barat 18 108 16.355 15.557 31.912 
3 Seberida 11 119 18.986 18.231 37.217 
4 Batang Gansal 10 71 9.594 8.985 18.579 
5 Batang Cenaku 20 90 13.859 13.190 27.049 20 
6 Peranap 12 78 11.227 10.704 21.931 
7 Kelayang 17 66 8.690 8.447 17.137 
8 Lirik 17 62 9.293 8.878 18.171 
9 Pasir Penyu 13 80 12.043 12.027 24.070 
10 Kuala Cenaku 10 34 5.128 4.858 9.986 
11 Batang Peranap 10 34 4.516 4.245 8.761 
12 Rakit Kulim 19 62 7.746 7.317 15.063 
13 Sungai Lala 12 37 5.662 5.452 11.114 
14 Lubuk Batu Jaya 9 56 7.902 7.530 15.432 
JUMLAH 194 1021 148.432 143.05
3 
291.485 





Berdasarkan tabel II.4 KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan 
Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap ( DPT) di KPU Kabupaten 
Indragiri Hulu, Jumlah DPT di Indragiri Hulu adalah 291.485 Dengan Rincian 
Pemilih Sebagai Berikut : 148.432 pemilih Laki-laki dan 143.053 Pemilih 
Perempuan yang tersebar di 1021 TPS, di 194 Desa/Kelurahan.
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G. Organisasi Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu 
Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari beberapa bagian yang 
di pimpin oleh seorang Bupati serta di bantu oleh sejumlah bagian yang sesuai 
dengan profesinya. Adapun susunan organisasi dan Tata Pemerintahan Kabupaten 
Indragiri Hulu yaitu: 
1. Bupati Kab. Indragiri Hulu selaku kepala wilayah 
2. Wakil Bupati Kab. Indragiri Hulu 
3. Sekretariat Daerah (Setda) 
4. Sektretariat DPRD 
5. Inspetorat 
6. Asisten Praja (I) 
1) Bagian Humas 
2) Bagian Tata Hukum 
3) Bagian Tata Pemerintahan 
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7. Asisten Ekonomi & Pembangunan ( II ) 
1) Bagian Ekonomi 
2) Bagian Pembangunan 
3) Bagian Bina Sosial 
8. Asisten Administrasi ( III ) 
1) Bagian Keuangan 
2) Bagian Pembangunan 
3) Organisasi 
4) Bagian Umum dan Perlengkapan 
5) Badan 
6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) 
7) Badan Penanaman Modal daerah ( BPMD ) 
8) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( Bapedalda ) 
9) Badan Pengawas Daerah ( Bawasda ) 
10) Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah ( Bapemades ) 
11) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Infokom 
12) Badan Pendidikan dan Pelatihan 
9. Dinas 




2) Dinas Pendidikan 
3) Dinas Perhubungan 
4) Dinas Kesehatan 
5) Dinas Tenaga Kerja dan Pemukiman Penduduk 
6) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultural, Peternakan dan Perikanan 
7) Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
8) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 
9) Dinas Pertambangan dan Energi 
10) Dinas Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata 
11) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan 
12) Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana 
13) Dinas Pertahanan 










A. Teori Demokrasi 
1. Pengertian Demokrasi 
Demokrasi sebagai suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam 
berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. 
Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi 
sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara 
didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamamental.; 
Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan 
arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai 
organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan 
pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. 
Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) 
dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua 
kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau 
penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau 
kedaulatan..menurut tafsir R.Krenenburg,bahwa perkataan demokrasi yang 
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Beberapa para ahli mendefenisikan demokrasi sebagai berikut : 
1 Dalam buku Dictonary Webters , Demokrasi adalah pemerintahan oleh 
rakyat dimana kekuasaan tertinggi berda pada tanggan rakyat dan 
langsung di jalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih di 
bawah sistem pemilihan umum yang bebas.
30
 
2 Menurut Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana 
keputusan- keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak 
langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara 
bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir 
rakyat memberikan ketentuan dalam masalah- masalah pokok mengenai 
kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang 
turut menentukan kehidupan mereka tersebut.
31
 
3 Menurut Joseph A. Schemer ,Demokrasi merupakan suatu perencanaan 
institusional untuk mencapai keputusan polituk dimana individu- individu 
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif 
atas suara rakyat. 
4 Menurut Abraham Lincoln Demokrasi, sebagai government of the 
people,bye the people and for the people.
32
 
5 Dalam buku goverming building and building government oleh Bryan 
D.Jones lebih tegas mengatakan bahwa demokrasi ialah suatu 
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pemerintahan yang di organisasikan sesuai dengan prinsip kedaulatan 
rakyat,persamaan politik,dan kekuasaan mayoritas.
33
 
Menurut Affan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai 
suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya 
terkandung beberapa elemen sebagai berikut ; 
1) Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat 
2) Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat 
mempertanggunngjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah 
ditempuhnya. 
3) Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung 
4) Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok 
yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan 
harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai 
5) Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara 
teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan 
6) Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam 
demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya 
secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul berserikat 
dan lain-lain. 
Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat 
apa yangdikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu 
fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik 
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disetiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat 
dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu : 
1) Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan 
2) Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat 
3) Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara 
4) Ada kesemapatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan 
pemerintah atau Negara 
5) Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memproleh dukungan 
atau suara Terdapat berbagai sumber informasi 
6) Ada pemilihan yang bebas, jujur dan adil; 
7) Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus 
bergantung pada keinginan rakyat. 
Robert   Dahl  menyatakan  delapan hal yang perlu tercerminkan pada 
demokrasi, antara lain: 
1) Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi(berserikat dan 
berkumpul) 
2) Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat) 
3) Hak memilih dan dipilih 
4) Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik 
5) Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkatkan dukungan 
6) Pemilu yang bebas dan adil 





8) suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis. 
2. Prinsip Demokrasi 
Prinsip-prinsip demokrasi diantaranya :
34
 
1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan 
dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan 
perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum . 
2) Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan 
fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga 
perwakilan. 
3) Pemancaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada 
satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, 
kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ 
yang berbeda. 
4) Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat 
dikontrol. Kejujuran dan terbuka untuk umum 
5) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan 
B. Teori Pemihan Umum 
1. Pengertian Pemilihan Umum 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum dikatan bahwa: “Pemilihan Umum yang 
selanjutnya  disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, 
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Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 




Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat 
berdasarkan Pancasila dalam Negara Rebublik Indonesia untuk memilih 




Beberapa para ahli mendefenisikan pemilihan umum sebagai berikut : 
1. Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena 
pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan 
menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. 
Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk 
menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat 
dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih 
wakilnya di pemerintahan. 
2. Menurut A.S.S. Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana 
pelakasanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan 
perwujudan daripada hak- hak politik rakyat dan sekaligus merupakan 
pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk 
menjalankan pemerintahan. 
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3. Selain dari definisi di atas Morrisan (2005:17) mengemukakan bahwa 
pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat 
mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa 




4. Soedarsono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum 
adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan 
tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk 
pemerintahan demokratis. 
Sebuah pemilu dilaksanaan untuk memilih pemimpin politik. Yang 
dimaksud pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di 
lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah 
dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, 
gubernur, maupun bupati. 
Pemilihan umum mempunyai esensi sebagai sarana demokrasi untuk 
membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah 
menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk  kekuasaan  negara yang 
benar benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan 
keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan 
perwakilan. Pada hakekatnya, pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan 
dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak 
tersebut oleh rakyat kepada wakil- wakilnya untuk menjalankan 
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Menurut Austin Ranney ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang 
demokratis meliputi:  
1 Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)  
Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara 
mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan 
dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi 
syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, 
dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah 
menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak 
sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih 
Tetap (DPT).   
2 Kesetaraan bobot suara  
Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot 
yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot 
persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan 
kedudukan. 
3 Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang berbeda 
Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan 
kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana 
hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu . 
4 Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang 
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dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.  
5 Persamaan hak kampanye  
Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, 
dimana para calon memperkenal diri dan mensosialisasikan program kerja 
mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan 
yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga 
disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.  
6 Kebebasan dalam memberikan suara  
Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga 
negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan 
paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga 
negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani 
dan kepentingannya.  
7 Kejujuran dalam penghitungan suara  
Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses 
penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia 
jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan 
suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan 
oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badaan 
perwakilan rakyat. 
8 Penyelenggaraan secara periodik  
Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan 




boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada 
umunya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali 
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  
Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya 
memiliki tujuan seperti berikut: 
1) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; 
2) mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; 
3) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; 
4) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan 
Pemilu; dan 
5) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.39 
Menurut Parulian Donald, ada dua manfaat yang sekaligus sebagai 
tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga 
politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang abash 
(otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik.
40
 
2. Asas-asas Pemilihan Umum 
Dalam pemilu terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan 
pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam 
pelaksanaan karena asas terebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. 
Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut: 
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Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk 
memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan 
diri sendiri tanpa ada perantara. 
b. Umum 
Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara 
yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, 
jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain. 
c. Bebas 
Bebas berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan 
sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan 
dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari 
siapapun. 
d. Rahasia 
Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin 
kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara 
dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya 
diberikan. 
e. Jujur 
Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus 
bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-






Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta 
pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan 
pihak manapun. 
3. Pilkada 
Menurut PKPU No 13 tahun 2020 Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
secara langsung dan demokratis. 
Pilkada juga merupakan terobosan baru dalam sistem politik Indonesia, 
khususnya untuk level pemerintahan lokal. Sebelum Pilkada, kepala daerah 
dipilih melaui sebuah proses politik yang tidak dapat disebut Pemilu, karena 
tidak melibatkan rakyat pemilih. Menurut Zuhro, dkk mengatakan bahwa 
Pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal 
sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif. 
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh 
rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju  kehidupan politik 
yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Ada lima pertimbangan penting 
penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. 
1) Pilkada merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan 




telah dilakukan secara langsung.  
2) Pilkada merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah 
diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali 
Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam 
UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  
3) Pilkada sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic 
education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi 
rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap 
unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai 
nuraninya. 
4) Pilkada sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan 
otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. 
Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada,maka 
komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah. 
5) Pilkada merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan 
nasional. Disadari atau tidak, stok kepemimpinan nasional amat terbatas. 
Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta.Karena itu, 
harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada ini. 
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
Pasal 65 Ayat (1) mengenai mekanisme tahapan pelaksanaan pemilihan kepala 




sebagaimana yang tercantum pada Pasal 65 Ayat (2) meliputi:
41
 
a) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhir masa 
jabatan; 
b) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan 
kepala daerah;  
c) Perencanaan penyelenggaraan; 
d) Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS; 
e) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 
Kemudian pada tahap pelaksanaan pemilukada sebagaimana tercantum 
pada Pasal 65 Ayat (3) meliputi : 
a) Penetapan daftar pemilih; 
b) Pendaftaran  dan penetapan calon kepala daerah / wakil kepala daerah;  
c) Kampanye; 
d) Pemungutan suara; 
e) suara; 




Pada tahap persiapan, tahapan yang juga menjadi salah satu tahapan 
yang cukup menentukan hasil dalam sebuah pemilihan, baik dalam pemilihan 
presiden maupun pemilihan kepala daerah adalah tahap kampanye. Merujuk 
pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005 tentang penyelenggaraan 
pilkada, kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan 
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pemilihan, kampanye diselenggarakan diseluruh daerah yang 
menyelenggarakan pilkada. 
4. Kampanye 
Pengertian Kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
( PKPU ) No.13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernu ,Bupati dan Wakil Bupati ,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota serentak lanjutan dalam konidi bencana nonalam Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) adalah Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan 
Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon 
Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota 
dan calon Wakil Walikota.
43
 
Beberapa defenisi Kampanye menurut para ahli sebagai berikut: 
1. Menurut Kotrler dan Roberto Kampanye ialah Sebuah upaya yang 
diorganisasi oleh satu kelompok atau agen perubahan yang ditunjukkan 
untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima memodifikasi atau 
membuang ide sikap dan perilaku tertentu Oleh karena itu kampanye bisa 
dikatakan sebuah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan 
pada khalayak tertentu pada periode tertentu guna untuk mencapai tujuan 
tertentu . 
2. Menurut Ujar Sweener ,Kampanye seperti sebuah perjalanan yang dimulai 
dari satu. dan berakhir pada titik lainnya untuk sampai pada titik tujuan 
maka orang harus bergerak ke arah yang tepat di sini orang memerlukan 
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peta yang dapat memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar 
sampai ke tujuan perencanaan adalah peta dalam perjalanan kampanye
.44
 
Merujuk pada definisi- definisi kampanye yang diungkapkan, maka 
unsur kampanye terdapat 4 hal yakni: 
a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptkan efek atau dampak 
tertentu 
b. Jumlah khalayak sasaran yang besar 
c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan 
d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. 
Dari beberapa definisi di atas dapat dimaknai bahwa kampanye adalah 
merupakan kegiatan atau aktivitas mempromosikan satu atau beberapa hal 
kepada khalayak atau publik agar mereka mengenalnya Jika ia berupa barang 
maka orang diharapkan membelinya Jika ia berupa jasa publik diharapkan 
untuk menggunakan jasanya, kampanye berhubungan dengan upaya untuk 
mengaruhi dari intensitas tertentu terhadap entitas lain agar entitas yang 








1 Product Oriented Campaigns  
Kampanye yang berorientasi pada produk ,umunya terjadi di lingkaran 
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bisnis,berorientasi komersial,seperti peluncuran produk baru.hal ini di 
lakukan untuk membagun citra positif terhadap produk barang yang di 
perkenalkan ke publiknya. 
2 Candidate oriented campaigns 
Kampanye ini berorientasi pada kandidat,umunya di motivasi karena 
hasrat untuk kepentingan politik :kampanye politik ,kampanye 
penggalangan dana bagi partai politik. 
3 Ideologically or cause oriented campaigns 
Jenis kampanye ini berorintasipada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan 
seringkali berdemensi social dan social change campaigns,yakni 
kampanye yang di tunjukan untuk mengenai masalah social melalui 
perubahan sikap danperilaku,contohnya :kampanye AIDS,keluarga 
berencana dan donor darah. 
4 Kampanye yang bersifat menyerang (attacking campaign) 
1) Kampanye Negatif 
Menyerang pihak lain untuk berdebat dengan data dan fakta . 
2) Kampanye Hitam  
Kampanye yang bersifat buruk dan jahat dengan cara menjatuhkan 
lawan politik untuk mendapatkan keuntungan. 
3) Kampanye terselubung  
Didefinisikan sebagai tindakan politik mempengaruhi calon 





Di dalam pelaksanaan kampanye tidak terlepas dari beberapa 
hal,sebagai berikut: 
1. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat 
visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar 
Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan 
untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi 
oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon. 
2. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, 
misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar 
untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih 
Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon. 
3. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak 
dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, 
peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk 
memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi 
dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
4. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang 








C. Teori Strategi Pemenangan 
1. Pengertian Strategi Pemenangan 
Definisi strategi pertama dikemukakan oleh Chandler (1962) yaitu 
“strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan ,serta 
pendayagunaan dan alokasisemua sumber daya yang penting untuk mencapai 
tujuan tersebut. 
Strategi politik merupakan suatu analisis tentang bagaimana proses 
yang terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai 
politik,atau secara langsung, oleh seorang calon pemilu presiden atau calon 
pimpinan daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-
besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya. Banyak faktor 
yang mempengaruhi proses ini,mulai dari kekuatan-kekuatan politik yang ada 
(institusi primordial baik yang bersifat keagamaan ataupun ke daerah),mesin-
mesin politik yang ada (organisasi sosial politik/kelompok kepentingan baik 
partai politik, Organisasi Kepemudaan, dan Media), proses pencitraan, 
sosialisasi politik, dan kampanye yang dilakukan, yang pada dasarnya hal ini 
adalah instrument dari serangkaian usaha pemenangan dalam pemilu. 
Dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut, tahapan persiapan 
ataupun tahapan pelaksanaan diatur oleh KPUD dan untuk selanjutnya akan 
berpedoman pada PP No. 6 tahun 2005. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa 
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pasangan calon berhak untuk melakukan kampanye sebagai bagian dari 
tahapan pelaksanaan pilkada dengan jadwal yang ditentukan oleh KPUD 
dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Seiring dengan kemajuan 
teknologi dan komunikasi serta semakin terintegrasinya masyarakat global dan 
tekanan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, institusi politik pun, 
termasuk di dalamnya partai politik, membutuhkan pendekatan alternatif dalam 
kampanye. Dalam konteks inilah marketing sebagai suatu disiplin ilmu yang 




Menurut Lock dan Harris (Firmanzah 2009:275) kampanye politik 
terkait erat dengan pembentukan image politik. Dalam kampanye politik 
terdapat dua hubungan yang akan dibangun, yaitu internal dan eksternal. 
Hubungan internal adalah suatu proses antara anggota-anggota partai dengan 
pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka. 
Sementara hubungan eksternal dilakukan untuk mengkomunikasikan image 
yang akan dibangun kepada pihak luar partai, termasuk media massa dan 
masyarakat. Faktor utama penyebab seseorang bisa meraih kemenangan adalah 
sejauh mana kemampuannya dalam mencitrakan diri sehingga masyarakat 
mengenalnya dan bersimpati padanya. Banyak strategi yang bisa dilakukan 
untuk menjadi pemenang. Ada strategi yang positif (sesuai dengan aturan) dan 
ada juga yang negatif, seperti: money politic, black campaign, manipulasi suara 
dan sederet kecurangan lainnya. Di antara strategi yang kerap dimainkan dalam 
                                                             
 
48
 Bowo Sugianto ,Dkk, Strategi Pemenangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala 





Politik baik pada pemilu anggota legislatif, pilpres atau pemilu kepala 
daerah adalah mengangkat sebuah opini dan isu yang menyita perhatian publik 
dan menimbulkan simpati bagi para pemilih. Selain itu, ada juga strategi 
kampanye dengan menempatkan figur atau tokoh di balik partai, ideologi atau 
kepentingan, dan janji yang diusung. 
2. Macam Strategi Pemenangan 
Di dalam pemilihan Strategi pemenangan merupakan factor yang perlu 
di persiapakan untuk memenangkan. Adapun strategi pemenangan sebagai 
berikut: 
1. Konsolidasi partai dan tim sukses 
Perencanaan merupakan bagian yang paling krusial agar tujuan yang 
diharapkan tercapai. Konsolidasi partai dan tim kampanye merupakan 
bagian yang tidak bisa terpisahkan baik yang bersifat internal maupun 
eksternal. 
2. Segmentasi, targetting, positioning 
Segmentasi pada dasarnya digunakan untuk mengenal lebih jauh 
kelompok-kelompok khalayak yang berguna untuk mencari peluang, 
menggerogoti kelompok lawan berdasarkan kecenderungan pilihan, 
preferensi, keinginan, cita rasa, gaya hidup, sistem nilai bahkan sampai pada 
persoalan pribadi. 
Targetting digunakan untuk memilih salah satu atau beberapa 




dilakukan untuk memfokuskan kegiatan kampanye dan isu yang dibuat. 
Khalayak sasaran yang dipilih oleh tim sukses kandidat adalah individu-
individu yang masih ada pada posisi belum memiliki pilihan terhadap salah 
satu pasangan calon baik pemilih lama maupun pemilih pemula  
Positioning merupakan atribut pembeda yang membedakan satu 
kandidat dengan kandidat lainnya 
3. Pencitraan pasangan calon bupati 
Terbatasnya waktu kampanye yang disediakan oleh Komisi 
Pemilihan Umum memaksa pasangan calon kepala daerah dan calon wakil 
kepala daerah beserta tim kampanyenya untuk merencanakan Strategi 
politik secara efektif agar dapat menjangkau seluruh masyarakat. Jenis 
komunikasi yang dianggap sesuai untuk memenuhi kebutuhan itu adalah 
komunikasi massa, sehingga saluran komunikasi yang banyak digunakan 
adalah media massa. Media massa dimanfaatkan oleh tim sukses dari setiap 
pasangan calon kepala daerah untuk menciptakan citra diri positif dari 
pasangan calon tersebut di masyarakat. Proses pencitraan lewat media 
massa itu dilakukan berulang-ulang sehingga pada akhirnya akan melekat di 




     Selanjutnya ,agar berjalanya stategi pemenangan,komunikasi politik hal 
utama yang menjadi factor agar tersampai pesan dalam kampanye.komunikasi 
politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-




,pemerintahan dan kebijakan pemerintahan. 
    Factor-faktor politik dari proses komunikasi politik meliputi : 
1 Komunikator politik 
Komunikator politik adalah partisipasi yang dapat menyampaikan atau 
memberikan informasi tentang hal yang mengandung makna atau bobot 
politik 
2 Pesan politik 
Pesan politik adalah pernyataan yang di sampaikan baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis,baik secara verbal maupaun nonverbal,sembunyi dan 
terang terangan,baik yang di sadari maupun tidak di sadari yang di 
dalamnya mengandung isi politik. 
3 Saluran atau media politik 
Sasaran atau target politik adalah anggota masyarakat yang di harapkan 
dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara(vote) kepada 











A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan dalam sub-bab sebelumnya maka penulis 
menarik kesimpulan : 
1 Dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri 
Hulu berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2020 mengutamakan  Media Social 
dan Media  Daring,Tetapi jika Partai Politik,Tim Kampanye/ Pasangan 
Calon tidak dapat melaksanakan dengan Media Social dan Media  Daring 
di karenakan sebagian Daerah yang tidak bisa mengakses atau di luar 
jangkauan media social dan media daring ,maka dapat memanfaatkan 
pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog yang di lakukan 
dalam ruangan atau gedung yang di hadiri maksimal 50 orang serta 
memperhatikan pertokol kesehatan yaitu menjaga jarak paling kurang 1 
meter menggunakan APD paling kurang beruapa masker dan menutupi 
hidung hingga dagu ,menyediakan sarana sanitasi fasilitas cuci tangan 
dengan perlengkapan dan memerhatikan protocol kesehatan lainya.Tidak 
terlepas sebelum melaksanakan kampanye Partai Politik,Tim Kampanye/ 
Pasangan Calon wajib memiliki STTP (Surat Tanda Terimah 
Pemberitahuan) Kampanye yang di keluarkan oleh Pihak Kepolisian. 
2 Tindakan atas pelanggaran kampanye Pemilihan Kepala Daerah di 





tentang sanksi administratif di antaranya sanksi surat peringatan, sanksi 
pemberhentian paksa dan sanksi tidak di berikan izin untuk berkampanye 
dalam kurun waktu 3 (tiga) hari .Untuk temuan pelanggaran yang ada di 
Kecamatan Peranap yang di lakukan oleh pada pasangan calon No urut 2 
Rezita Meylani Yopi dan  Junaidi Rahcmat melanggar pasal 58 ayat (2) 
huruf a dan b PKPU No 13 Tahun 2020,Kecamatan Batang Cenaku yang 
di lakukan pasangan calon Pasagan Calon Nomor Urut 04 Wahyu Adi- 
Suriati yang melanggar Pasal 58 huruf a PKPU No 13 Tahun 2020 yaitu 
berkampanye dilapangan terbuka dan tanpa STTP  dan Kecamatan Pasir 
Penyu yang di lakukan  Pasangan calon Nomor urut 5 yakni Rizal 
Zamzami dan Yoghi Susilo melanggar pasal 58 ayat (2) huruf a PKPU No 
13 Tahun 2020 dan tanpa STTP “dimana Panwascam sebagai pihak yang 
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan 
telah memberikan peringatan tertulis dan berakhir dengan pembubaran 
kampanye. 
B. Saran 
1 Disarankan kepada  Partai Politik,Tim Kampanye/ Pasangan Calon untuk 
memahami dengan baik isi PKPU No 13 Tahun 2020  sebagai pedoman 
untuk melaksanakan kampanye.Hal ini bertujuan untuk terciptanya 
Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil serta memperhatikan 
keselamatan masyarakat dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
2 Disarankan kepada KPU untuk memberian sanksi yang tegas seperti 




tanpa adanya formalitas sanksi tertulis yang memperpanjang penyelesaian 
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